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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kaIi terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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15,Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan don Kinerja Instansl Pemerintah
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, TarnbahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

16,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
RepubLik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

UndIlIlR-UlldIlIlR Nornor 2 Tuhun 2()22 tontnng Clptn Kerjll
[Lernbnrun NORMIIl~opuiJllk lndoncaln Tnhun 202:1Nomor
41, Tumbnhnn Lernburnn NORMIlRopubllk Irldonolio Nomor
6856);

10,Undung-UndnngNomor 1Tnhun 2022 tentnng Hubungnn
Kcuungnn Anturn Pemerlntuh PUHnt Dengun Permerlntnh
Dnernh [Lernbnrnn Negnru Republlk Indoneain Tnhun 2015
Nomor 4, Tnrnbuhun Lemburnn NORumRepubllk Indonesfn
Nomor 6757);

II, Undnng-Undnng Nomor 8 Tnhun 2022 tcntnng Provlnsl
Kollrnnntnn 8010l(111 (Lemburon NCRumRepubllk lndonesln
Tnhun 2022 Nomor 68, Tnmbnhnn Lembarun Negnra
Republlk Indonesia Nomor 6779);

12,Pcrnturnn Perncrlntah Nomor 23 Tohun 2005 tentnng
Pcngcloloon Keunngan Budan Loynnnn Umum (Lemboron
Ncgnrn Republlk Iudoneslo Tnhun 2005 Nomor 48,
Tnmbnhnn Lcmboron Negara Republlk lndcneala Nomor
4502) aebngnlrnnna lelah dlubah dengan Peraluron
Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentnng Perubahan Atos
Peraturnn Pernerlntnh Nomor 23 Tohun 2005 ten tong
Pengelolaan Keuangan Badon Layonon Umum [Lembarnn
Negnra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahnn Lembnrnn Negaru Rcpublik Indonesia Nomor
5340);

13,Peraturan Pcrnerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dona
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tnmbahnn Lcmbnrnn Negara Republlk
Indonesia Nomor 4575);

14, Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern In(ormosi Keuangan Daerah [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan
Lembaran Negara Rcpubllk Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atae Peraturan
Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnforrnasl Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
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17. Peruturnn Pernerlntah Nomor 71 Tnhun 20 I0 tentnng
Stnndor Akuntnnsl Pemerintnhnn [Lernburun Negoro
Rcpublik Indonesla Tohun 20 I0 Nomor 123, Tarnbahan
Lcmbaran Ncgora Republlk Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pernerintnh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hlbnh
Daerah (Lembarnn Ncgora Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahnn Lembaran Ncgora RepubJlk Indonesia
Nomor 5272);

19. Pcraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Bnrang Mllik Negnra/Daerah [Lembarnn
Negora Rcpublik lndonesla Tahun 2014 Nomor 92,
Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah dlubah dengan Pernturan
Pernerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ams
Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambah an Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
6523);

20. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lernbaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Pcraturan Pernerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lernbaran
Negara Republirn Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tarnbah an lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61730);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 248, Tarnbahan lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

27. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor52, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
BeIanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
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Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adaJah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 1

BAB1
KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

MEMU T U S KAN:

(Beritn Negoro Republlk Indoneslu Tahun 2020 Nomor
1781);

35. Peroturan Daeroh Kabupaten Tnnah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukon don Susunan Perongkot
Duerah [Lembaron Dnerah Knbupaten Tnnah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tnrnbahan Lembnrnn Doeroh Kobupoten
Tunah Lout Nomor 25);

36. Pcraturan Daeruh KobupoLcnTannh Lout Nomor 12 Tuhun
2022 tentang Pengclolaan Keuangan Dnernh (tembarnn
Daerah Kabupatcn Tanah Lout Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Tanah Lout
Nomor 60);

37. Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2022 tentang Anggaran
Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Tanah Lout
Tahun 2023 [Lernbaran Daerah Kabupatcn Tanah Lout
Tahun 2022 Nomor 10);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Lout Nomor 4 Tahun
2023 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran
2023 [Lernbaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2023 Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Lout Nomor 6 Tahun
2024 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan BeJanja Daerah Tahun Anggaran 2023
[Lernbaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
Nomor 6);
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Rp 6.111.780.450,00
Rp 238.540.973.216,00 (+)

Rp 283.953.961.471,00
Rp 732.986.495,00
Rp 5.515.155.692,00 (+)

Rp 591.761.712.610,00
Rp 540.899.999,00

1.612.744.454,00
118.702.153.452,00
181.244.711.046,00

Rp 680.923.079.524,00
Rp 612.312.178.068,00
Rp 103.264.959.125,00
Rp 10.031.820.000.00 (+\
Rp 1.406.532.036.717,00

2.

Rp 271.184.404,00 f+\
Rp 2.259.475.998.716,28

Rp 211.724.647.374,28
Rp 2.047.480.166.938,00

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdirl alas:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan
Belanja
a. BeJanja Operasi

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Be1anja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi
b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah Rp
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan,

dan lrigasi
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga
d. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil
2. Belanja Bantuan Keuangan

Pasal3

Pertanggungjawaban alas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang
dalarn Laporan Realisasi APBDTahun Anggaran 2023.

PasaJ2

BAB II
PERTANGGUNOJAWABANAPBD

7.
8.

Pcndopntnn Daeruh udoluh sernun hok Dnerah yang dlokul eebngal
pennmbnh nllnl kckoyoun berslh dolom periode Lohun nnggnrnn yong
bersnngkutnn.
Bclonjo Dnernh ndnlah sernun kewojibnn Doeroh yang dinkui sebngal
pengurong nilnl kekoyaon berslh doJam periode tahun nnggnrnn yang
bersnngkutan.
Penerimaan Dnernh adnlah uang yang mnsuk ke k08 Dnerah.
Pembioyaan udnlah setlnp penerimnnn yang perlu dibaynr kcmbnli
dan/utau pengeluarnn yang nknn ditcrima kernball, balk pnda tahun
anggaran berkenaon yang bersangkutnn moupun pada tahun-tahun
anggarnn berikutnyo.

6.

7/
5.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal8

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal5

Ringkasan Japoran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal4

Sisa lebih pembiayaananggaran
Tahun berkenaan Rp 864.623.610.237,06

Rp 906.953.911.440,78
Rp 58.318.896.928,00 H
Rp 848.635.014.512,78

Rp 2.243.487.402.992,00
Rp 15.988.595.724,28

Jumlah Realisasi 8elanja
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 244.652.753.666,00Jumlah Belanja Transfer
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR l'

H LAUT.

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2' +~\ k~

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2A ArJM 20Zy

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tanah Lout.
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